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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pelanggaran Izin Berlayar Tanpa Memiliki Dokumen Surat Persetujuan Berlayar 
Transportasi laut selalu menjadi pilihan bagi masyarakat, khususnya dalam menggerakkan roda perekonomian. Itu karena alat transportasi laut menawarkan jasa angkut untuk penumpang ataupun mengangkut suatu komoditas perdagangan dengan jumlah yang besar dan jarak yang jauh pula, ditawarkan biaya yang relatif murah dibandingkan transportasi darat dan udara. Kapal merupakan ujung tombak untuk mendapatkan penghasilan, karena salah satu tujuan perusahaan pelayaran adalah memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya sebagai hasil dari jasa angkutan, untuk kemajuan suatu perusahaan, maka perusahaan pelayaran harus untung artinya pemasukan harus lebih besar daripada pengeluarannya, dengan demikian biaya operasi harus ditekan sekecil mungkin. Pendapatan maupun biaya operasi sangat dipengaruhi oleh perawatan kapal yang dilaksanakan dengan baik dan secara tidak langsung akan meningkatkan jumlah hari berlayar kapal.

Kondisi kapal sangatlah penting dalam menjamin sampainya penumpang atau barang untuk sampai ke tujuan. Walaupun kapal-kapal yang dioperasikan sudah berusia tua, namun tetap dituntut harus dalam keadaan laik laut agar tidak membahayakan kapalnya sendiri, anak buah kapal, muatan yang dibawanya, dan juga lingkungannya. Walaupun kodisi kapal menjadi hal penting demi keselamatan penumpang, namun dalam realitanya hal inilah yang banyak dilalaikan oleh pemilik jasa angkutan laut. Kelalaian terhadap keselamatan penumpang akan berakibat pada ditegakkannya hukum yang dalam hal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Kapal dianggap tidak laik laut karena terbukti tidak memenuhi persyaratan ketentuan yang ditetapkan demi keamanan dan keselamatan kapal. Adanya sertifikat kapal ada yang kadaluarsa, alat keselamatan kurang memadai, tanda pendaftaran kapal tidak dipasang, muatan yang berlebih/over draft, muatan tidak sesuai dengan dokumen muatan atau manifest sebagainya yang akan berakibat fatal jika kapal tetap berlayar, dari permasalahan yang terjadi terkadang yang banyak melanggar adalah Nakhoda kapal yang kurang memperhatikan prosedur keamanan dan keselamatan pada kapal yang akan berakibat pada penumpang ataupun barang yang diangkutnya.

Upaya penegakan hukum di laut khususnya yang berkaitan UndangUndang Pelayaran yang dilaksanakan melalui suatu operasi patroli keamanan dan keselamatan laut, baik secara parsial oleh berbagai pemangku kepentingan (stake holder) di laut dan secara terkoordinasi yang diselenggarakan oleh kapal-kapal patroli milik Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang ditempatkan di seluruh Pangkalan Penjaga Laut dan Pantai dan Unit Pelaksana Teknis di daerah di seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia, ada beberapa catatan dari hasil patroli keselamatan dan keamanan laut, yaitu kasus kapal yang memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar yang berwenang, namun ketika diadakan pemeriksaan ditengah laut oleh kapal patroli ternyata tidak laik laut.

Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, menyatakan bahwa keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhan, dan lingkungan maritim. Pasal 1 angka 33 menyatakan bahwa kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garismuat, permuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

Untuk menjamin keselamatan pelayaran sebagai penunjang kelancaran lalu lintas kapal di laut, diperlukan adanya awak kapal yang berkeahlian, berkemampuan dan terampil, dengan demikian setiap kapal yang akan berlayar harus diawaki dengan awak kapal yang cukup dan sesuai untuk melakukan tugasnya di atas kapal berdasarkan jabatannya dengan mempertimbangkan besaran kapal, tata susunan kapal dan daerah pelayaran. Pasal 1 angka 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, awak kapal adalah orang yang bekerja atau diperlukan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya
Menurut Undang-Undang No.45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen Negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya. Pada titik ini peran syahbandar perikanan begitu penting, diantaranya memeriksa kondisi kapal dan memeriksa segala dokumen kapal, dan menetapkan izin berlayar.

Mekanisme penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (port clearance) yang merupakan dokumen yang harus dimiliki setiap kapal yang akan beroperasi diatur secara tegas didalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.01 tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance). 

Dasar hukum penerbitan Surat Persetujuan Berlayar diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan antara lain:

Undang-Undang No.45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

Peraturan Menteri perhubungan No:KM.01 tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.

Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2002 tentang perkapalan

Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen Negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya. Pada titik ini peran syahbandar perikanan begitu penting, diantaranya memeriksa kondisi kapal dan memeriksa segala dokumen kapal, dan menetapkan izin berlayar.

Mekanisme penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (port clearance) yang merupakan dokumen yang harus dimiliki setiap kapal yang akan beroperasi diatur secara tegas didalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.01 tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance). Adapun mekanisme penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (port clearance) menurut peraturan menteri tersebut diatur dalam pasal (3), yaitu :

Untuk memperoleh Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance), Pemilik atau Operator Kapal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Syahbandar dengan menggunakan format sebagaimana contoh Lampiran I pada KM. 01 Tahun 2010 ; dengan melampirkan :

Surat Pernyataan kesiapan kapal berangkat dari Nakhoda (Master Sailing Declaration) Sebagaimana format pada lampiran II pada KM. 01 Tahun 2010.

Dokumen muatan serta bukti-bukti pemenuhan kewajiban kapal lainnya.

Bukti pemenuhan kewajiban kapal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b), meliputi:

Bukti pembayaran jasa kepelabuhan.

Bukti pembayaran jasa kenavigasian.

Bukti pembayaran penerimaan uang perkapalan

Persetujuan (clearance) Bea dan Cukai.

Persetujuan (clearance) Imigrasi

Persetujuan (clearance) karantina kesehatan.

Persetujuan (clearance) karantina hewan dan tumbuhan.

Berkas permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (port clearance) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada syahbandar setelah semua kegiatan diatas kapal selesai dan kapal siap untuk berlayar yang dinyatakan dalam surat pernyataan kesiapan kapal berangkat dari Nakhoda (Master Sailing Declaration).
Penyerahan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:

Menyerahkan ke loket pelayanan satu atap pada kantor syahbandar.

Mengirimkan secara elektronik (upload) melalaui inaportnet pada pelabuhan yang telah menerapkan National Single Window (NSW).

Setelah semua dokumen tersebut diserahkan kepada syahbandar, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan kelaiklautan kapal oleh pejabat pemeriksa kelaiklautan kapal. Hal ini diatur dalam pasal (4) Peraturan Menteri Perhubungan No. KM.01 tahun 2010, yang berbunyi: berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pejabat pemeriksa kapal kelaiklautan kapal melakukan pemeriksaan kelaiklautan kapal, meliputi :

Admistratif.

Fisik diatas kapal

Kemudian pada ayat (5) dijelaskan bahwa:

Pemeriksaan adminstratif kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a), dilakukan untuk meneliti kelengkapan, dan masa berlaku atas:

Surat-surat dan dokumen yang dilampirkan pada saat penyerahan surat permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (port clearance).
Sertifikat dan surat-surat kapal yang telah diterima oleh syahbandar pada saat kapal tiba di pelabuhan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pemeriksa kelaiklautan kapal membuat kesimpulan dan resume tingkat pemenuhan persyaratan administratif dengan menggunakan daftar pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam lampiran III dalam peraturan ini.

Dalam hal kesimpulan atau resume tingkat pemenuhan persyaratan administratif telah terpenuhi maka pemeriksaan fisik dapat dilakukan.

Dalam hal kesimpulan atau resume tingkat pemenuhan persyaratan administratif belum terpenuhi, Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan Kapal menyampaikan secara tertulis kepada pemilik atau operator kapal untuk melengkapi.

Setelah pemeriksaan administratif telah selesai dilaksanakan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik kapal oleh pejabat Pengawas Kelaiklautan Kapal. Pemeriksaan fisik kapal diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Perhubungan No. KM.01 tahun 2010, yang berbunyi:

Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dilakukan oleh pejabat pemeriksa kelaiklautan kapal guna meneliti:

Kondisi nautis-teknis dan radio kapal

Pemuatan dan stabilitas kapal

Sesuai dengan keterangan yang disebutkan dalam surat pernyataan kesiapan kapal berangkat dari Nakhoda (master sailing declaration).
Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pejabat pemeriksa kelaiklautan kapal membuat kesimpulan atau resume tingkat pemenuhan tingkat pemenuhan persyaratan teknis kelaiklautan kapal.

Kekurangan persyaratan teknis kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib disampaikan kepada pemilik atau operator untuk dilengkapi.

Setelah semua proses diatas dilalui, maka pejabat pemeriksa kelaiklautan kapal menyerahkan hasil pemeriksaannya kepada syahbandar. Apabila semua syarat diatas telah terpenuhi, maka langkah berikutnya adalah syahbandar mengeluarkan atau menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar, yang diatur dalam Pasal (7), yang bunyinya:

Syahbandar mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar berdasarkan hasil kesimpulan atau resume pemenuhan persyaratan administrative dan teknis kelaiklautan kapal.

Dalam hal syahbandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, penandatanganan Surat Persetujuan Berlayar hanya dapat dilimpahkan kepada syahbandar satu tingkat dibawahnya yang memiliki kompetensi dan kualifikasi di bidang kesyahbandaran.

Adapun Surat Persetujuan Berlayar hanya berlaku 24 (dua puluh empat) jam dari waktu tolak yang ditetapkan dan hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pelayaran. Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan No. KM.01 tahun 2010, yang bunyinya: “Surat Persetujuan Berlayar (port clearance) berlaku 24 (dua puluh empat) jam dari waktu tolak yang ditetapkan dan hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pelayaran”.

Kemudian, tahap berikutnya diatur dalam Pasal 8:

Surat Persetujuan Berlayar yang telah ditandatangani oleh pejabat sebagaimana diatur dalam pasal 7 (tujuh), segera diserahkan kepada pemilik kapal operator atau badan usaha yang ditunjuk mengageni kapal untuk diteruskan kepada nakhoda kapal.

Setelah Surat Persetujuan Berlayar diterima diatas kapal, nakhoda kapal wajib segera menggerakkan kapal untuk berlayar meninggalkan pelabuhan sesuai dengan waktu tolak yang telah ditentukan.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Izin Berlayar Tanpa Dokumen Surat Persetujuan Berlayar
Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (port clearance) merupakan suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, awak kapal, dan muatannya secara teknis-administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim. Pemahaman dari persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan diperairan, kepelabuhanan dan lingkungan maritim. Definisi dari Surat Persetujuan Berlayar itu sendiri adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya.

Pengertian kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal, dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu. Keselamatan kapal itu sendiri adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

Selain kapal harus layak laut, kewajiban kapal lainnya yang harus dipenuhi untuk mendapatkan SPB adalah kewajiban pembayaran atas jasa pelayanan kepelabuhanan, jasa pengawasan dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran yang berlaku dibidang pelayaran. Bukti pemenuhan kewajiban kapal lainnya, meliputi: Bukti Pembayaran Jasa Kepelabuhanan, Bukti Pembayaran Jasa Kenavigasian, Bukti Pembayaran Penerimaan Uang Perkapalan, Persetujuan (Clearance) Bea dan Cukai, Persetujuan (Clearance) Imigrasi, dan Persetujuan (Clearance) Karantina. Ketentuan terkait kewajiban setiap kapal wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar diatur dalam Pasal 219 ayat (1) UUP, yang berbunyi:  Pasal 219; “Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar.”

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maksud dengan negara hukum di sini adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Untuk mewujudkan Negara Indonesia sebagai negara hukum, maka penegakan hukum sangat dibutuhkan. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang pelayaran bertujuan dalam rangka menunjang keefektifitasan pelayaran secara terkendali dan sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayaran sehingga pelayaran dapat berjalan berkelanjutan dengan lebih baik.
Pelaku tindak pidana berlayar tanpa memiliki dokumen surat persetujuan berlayar, maka harus dilakukan penegakan hukum atas perbuatan tersebut. Tindakan terhadap pengoperasian kapal tanpa disertai surat persetujuan berlayar adalah dengan melakukan penegakan hukum dan memberikan sanki atas perbuatan tersebut. Pelaku tindak pidana  tanpa surat persetujuan berlayar di wilayah perairan Indonesia harus dilakukan penegakan  hukum.
Secara konseptional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
 Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, sehingga misalnya ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, misalnya perlu penyesuaian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran secara lebih konkrit lagi, oleh karena itu nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkrit terjadi di dalam bentuk-bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Di dalam kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama.
 Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai-nilai kepercayaan. Oleh karena itu penegakan hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dan menegakan wibawa hukum yang pada hakekatnya berarti menegakkan nilai-nilai kepercayaan di dalam masyarakat.

Kebijakan yang akan ditempuh akan mencakup bidang kegiatan penegakan hukum pertama-tama ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka ini maka akan dimantapkan penyempurnaan sistem koordinasi serta penyerasian tugas-tugas instansi aparat penegak hukum. hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut profesi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan demikian pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

Aspek penegakan hukum pidana terbagi atas dua bagian yaitu aspek penegakan hukum pidana materil dan aspek penegakan hukum pidana formil. Dari sudut dogmatis normatif, material atau  substansi atau masalah pokok hukum pidana terletak pada :

Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana.

Syarat-syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan atau mempertanggung jawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu.

Sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu.

Hukum pidana formil yang mengatur cara hukum pidana materil dapat dilaksanakan. Istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.

Penegakan hukum dalam tulisan ini dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement akan tetapi juga peace maintenance. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang merupakan peranan atau role. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (role occupant).

Suatu hak sebenarnya merupakan  wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut :

Peranan yang ideal (ideal role).

Peranan yang seharusnya (expected role)
Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role)
Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role).

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain :

Faktor hukumnya sendiri yaitu Undang-Undang

Gangguan hukum terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang disebabkan karena :

Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang

Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang

Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Faktor pengak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengancam tindak pidana pelayaran terhadap nakhoda yang berlayar tanpa memikliki Surat Persetujuan Berlayar, yaitu diatur dalam Pasal 323 yang berbunyi: 

Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 

Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). 

Sedangkan untuk kapal perikanan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Juga mengatur nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, yang berbunyi:  Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Tindak pidana pelanggaran izin berlayar tanpa memiliki dokumen surat persetujuan berlayar di wilayah perairan Indonesia adalah tindak pidana sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 93 ayat (2)  Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diatur sebagai berikut : Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 93 ayat (4)  Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyebutkan setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). 

Pasal 94 setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 95 Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 96 Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanannya sebagai kapal perikanan Indonesia sepagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 97 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyebutkan :
Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 98 : Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Pasal 99 : Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 100: 

100 A : Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A, pemalsuan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dan pemalsuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang melibatkan pejabat, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana pokok. 

Pasal 100B : Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38, Pasal 42 ayat (3), atau Pasal 55 ayat (1) yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). 

Pasal 100C : Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

Pasal 100D : Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana denda, maka denda dimaksud wajib disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak kementerian yang membidangi urusan perikanan.
Pasal 101 : Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

Pasal 102 :  Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan.

Pasal 103 : Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan pasal 94 adalah kejahatan. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 adalah pelanggaran

Pasal 104 :

Permohonan untuk membebaskan kapal dan/atau orang yang ditangkap karena melakukan tindak pidana di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan setiap waktu sebelum ada keputusan dari pengadilan perikanan dengan menyerahkan sejumlah uang jaminan yang layak, yang penetapannya dilakukan oleh pengadilan perikanan.

Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara.

Pasal 105:


Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dilelang untuk negara.

Kepada aparat penegak hukum yang berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan pihak-pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif yang disisihkan dari hasil lelang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif diatur dengan Peraturan Menteri.

Pertanggungjawaban Nakhoda Yang Berlayar Tanpa Dokumen Surat Persetujuan Berlayar
Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, setiap kehidupannya diatur berdasarkan hukum. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Indonesia adalah Negara Hukum”. Oleh sebab itu, sudah seharusnya setiap tingkah laku warga negaranya berdasarkan atas hukum untuk melindungi hak-hak warga negaranya.

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (port clearance) merupakan suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, awak kapal, dan muatannya secara teknis-administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim. Pemahaman dari persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan diperairan, kepelabuhanan dan lingkungan maritim. Definisi dari Surat Persetujuan Berlayar itu sendiri adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya.

Nakhoda memiliki tanggung jawab meliputi keselamatan kapal serta seluruh muatan di dalamnya baik berupa barang maupun penumpang. Adapun tanggung jawab nakhoda kapal meliputi: memperlengkapi kapalnya dengan sempurna, mengawaki kapalnya secara layak sesuai prosedur, membuat kapalnya layak laut (Seaworthy), bertanggung jawab atas keselamatan dalam pelayaran, bertanggung jawab atas keselamatan para pelayar yang ada diatas kapalnya dan mematuhi perintah pengusaha kapal selama tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebenarnya dapat dikategorikan perundang-undangan administrasi. Namun terdapat beberapa perbuatan melawan hukum yang tidak hanya memberikan sanksi perdata atau sanksi administratif melainkan terdapat juga sanksi pidana, hal ini bertujuan agar dapat secara efektif melindungi nilai sosial dasar yang dimaksud dalam undang-undang itu sendiri. Tindak pidana pelayaran termasuk ke dalam tindak pidana khusus di mana tindak pidana tersebut terjadi dalam lingkup pelayaran.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengancam tindak pidana pelayaran terhadap nakhoda yang berlayar tanpa memikliki Surat Persetujuan Berlayar, yaitu diatur dalam Pasal 323 yang berbunyi: 

Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 

Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). 

Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar, dapat mengakibatkan kecelakaan akibat ketidaklaikan kapal. Seperti yang terjadi pada perkara nomor 614/Pid.B/2019/ PN Btm. Speedboat tanpa nama warna biru bermesin tempel merk Yamaha 1x40 PK yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar atau Port Clearance yang dinakhodai oleh Terdakwa Hazrami Bin M. Yusuf tenggelam. Hal ini dikarenakan kelebihan barang muatan penumpang dimana setiap penumpang membawa 2 tas atau koper dan ukuran speedboat tidak layak untuk membawa 8 (delapan) orang penumpang serta 2 (dua) orang kru ditambah barang muatan penumpang. Seharusnya nakhoda patut dapat menduga atau dapat mengira-ngira dengan tidak seimbangnya kapasitas Speedboat dengan 1 (satu) orang nakhoda, 1 (satu) orang anak buah kapal dan 8 (delapan) orang penumpang, ditambah barang muatan penumpang bila terjadi cuaca yang sangat buruk akan terjadinya kecelakaan terhadap speedboat yang dinakhodainya, sementara kapasitas speedboat hanya untuk 2 (dua) orang penumpang yang biasanya digunakan untuk memancing ikan. 

Pada perkara nomor 614/Pid.B/2019/PN Btm, tindak pidana yang dilakukan Nakhoda kapal Speedboad tanpa nama karena tidak memiliki Surat Persetujuan Belayar yang dikeluarkan Syabandar mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 17.30 WIB Agam selaku Anak Buah Kapal Speedboat tanpa nama warna biru bermesin tempel merk Yamaha 1x40 PK dihubungi oleh Gendit yang berada di negara Malaysia dengan mengatakan “Ada orang di seberang sebanyak 8 (delapan) orang” dijawab “Iya” oleh Agam. Kemudian Gendit meminta untuk di jemput ke negara Malaysia. Selanjutnya Agam memberitahukan berita tersebut kepada Terdakwa Hazrami Bin M. Yusuf.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa Hazrami Bin M. Yusuf dengan mendapatkan upah bayaran sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) per orang dari Akul Als Akut Als Akil bersama Agam dan Iwan bertolak dari pelabuhan Tanjung Uma perairan Nongsa Batam dengan menggunakan 1 (satu) unit Speedboat tanpa nama warna biru bermesin tempel merk Yamaha 1x40 PK yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar atau Port Clearance yang dinakhodai oleh Terdakwa Hazrami Bin M. Yusuf menuju Sungai Renggit Malaysia.

Pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Hazrami Bin M. Yusuf, Agam selaku Anak Buah Kapal beserta Iwan tiba di Sungai Rengit Malaysia, kemudian Agam dan Iwan turun ke darat untuk menemui Gendit. Tidak berselang lama kemudian, Agam selaku Anak Buah Kapal datang dengan membawa dan menaikkan penumpang Tenaga Kerja Indonesia ilegal kedalam Speedboat yang Terdakwa nakhodai sebanyak 11 (sebelas) orang. Selanjutnya setelah Speedboat berisi penumpang sebanyak 11 (sebelas) orang penumpang oleh Terdakwa Hazrami Bin M. Yusuf selaku Nakhoda berangkat dari Sungai Rengit Malaysia menuju tujuan Kampung Rambai, Nongsa Kota Batam.

Setelah Speedboat berlayar sekitar 50 m datang gelombang besar, kemudian Terdakwa Hazrami Bin M. Yusuf sebagai Nakhoda Speedboat berputar arah kembali menuju Sungai Rengit Malaysia dan menurunkan 3 (tiga) orang penumpang TKI ilegal yang terdiri dari 1 (satu) orang laki-laki dan 2 (orang) perempuan. Kemudian setelah 3 (tiga) orang penumpang turun, Terdakwa Hazrami Bin M. Yusuf selaku Nakhoda Speedboat tanpa nama warna biru bermesin tempel merk Yamaha 1x40 PK tetap melanjutkan pelayaran dengan membawa 8 (delapan) orang penumpang diantaranya yaitu Zulhakimi Juni Saputra, Nasruddin, Fadlon Fahmi, Darmiaty, Lindawati dan Muhammad Sabri Bin Rizua dan 2 (dua) penumpang yang saat ini belum diketahui identitasnya menuju perairan Pulau Putri Nongsa Kota Batam walaupun diketahuinya cuaca saat itu sangat buruk dan gelombang laut ±4 m serta dengan kelebihan barang muatan penumpang dimana setiap penumpang membawa 2 tas atau koper dan ukuran speedboat tidak layak untuk membawa 8 (delapan) orang penumpang serta 2 (dua) orang kru ditambah barang muatan penumpang, yang seharusnya Terdakwa Hazrami Bin M. Yusuf patut dapat menduga atau dapat mengira-ngira dengan tidak seimbangnya kapasitas Speedboat dengan 1 (satu) orang nakhoda, 1 (satu) orang anak buah kapal dan 8 (delapan) orang penumpang, ditambah barang muatan penumpang bila terjadi cuaca yang sangat buruk akan terjadinya kecelakaan terhadap yang dinakhodainya, sementara kapasitas speedboat hanya untuk 2 (dua) orang penumpang yang biasanya digunakan untuk memancing ikan.

Pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 20.40 WIB dalam pelayaran menuju Pulau Putri Nongsa Kota Batam pada koordinat 1013.555”N – 10406.942E terjadi gelombang laut setinggi ± 4m dan air laut masuk ke dalam Speedboat melalui bagian belakang pada area mesin. Dalam kondisi air laut masuk ke dalam Speedboat, Agam selaku Anak Buah Kapal berusaha menguras air laut yang masuk ke dalam Speedboat akan tetapi pada saat bersamaan datang kembali gelombang tinggi air laut yang menyebabkan Speedboat karam dan tenggelam. Pada saat bersamaan seluruh penumpang berserakan ke laut.

Pada saat Speedboat tenggelam dan penumpang berupaya menyelamatkan diri masing-masing, Terdakwa Hazrami Bin M. Yusuf sebagai Nakhoda mengambil derigen warna merah merk Yamaha tempat Bahan Bakar Minyak untuk dijadikan pelampung guna menyelamatkan diri. Pada saat bersamaan Terdakwa Hazrami Bin M. Yusuf menarik 1 (satu) orang penumpang wanita dan penumpang lain memegang pelampung bulat bersama pelampung badan sebanyak 1 (satu) buah. Dan pada saat bersamaan Terdakwa Hazrami sebagai Nakhoda berteriak kepada para penumpang “Sini mendekat biar tidak terpisah”. Namun demikian Terdakwa Hazrami Bin M. Yusuf, Agam selaku ABK dan 8 (delapan) penumpang lainnya terbawa arus laut sampai ke perairan internasional dan meminta pertolongan kepada kapal-kapal yang melintas namun tidak ada yang mendengar. Selanjutnya satu orang penumpang dengan menggunakan tas bewarna hitam mendekati Terdakwa Hazrami Bin M. Yusuf lalu mengatakan “Ada saudara kita yang sudah meninggal”. Lalu Terdakwa melihat mayat tersebut dalam keadaan terikat tali tas di tangannya, lalu Terdakwa mengikat mayat tersebut di pelampung, hingga Terdakwa Hazrami Bin M. Yusuf terus terbawa arus air laut sampai ke Perairan Teluk Sebong Kab. Bintan.

Dalam keadaan terapung di laut dan meminta pertolongan akan tetapi pertolongan tidak kunjung datang dan pada malam harinya nakhoda Hazrami Bin M. Yusuf beserta penumpang lainnya terpisah guna mencari bantuan. Pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sore hari dalam keadaan masih terapung di laut tanpa menggunakan pelampung dan tidur terlentang, Terdakwa Hazrami Bin M. Yusuf berhasil diselamatkan oleh nelayan dan dibawa naik ke atas kapal. Tidak berselang lama kemudian, datang nelayan lainnya sambil mengatakan ada mayat di sana dan satu orang penumpang yang masih hidup yang kemudian Terdakwa Hazrami Bin M. Yusuf beserta nelayan bergerak menuju lokasi penemuan mayat, kemudian mengangkat ke atas kapal nelayan 1 (satu) orang penumpang perempuan dan 1 (satu) orang mayat berjenis kelamin perempuan, sampai mendapatkan pertolongan dan dievakuasi oleh Angkatan Laut.

Bahwa atas tenggelamnya Speedboat yang dinakhodai oleh Terdakwa Hazrami Bin M. Yusuf yang sebelumnya bermuatan 8 (delapan) orang penumpang dan 1 (satu) orang kru sementara yang berhasil diselamatkan sebanyak 6 (enam) orang penumpang sementara 1 (satu) orang penumpang berjenis kelamin perempuan dan 1 (satu) orang Anak Buah Kapal berjenis kelamin laki-laki hingga saat ini belum berhasil ditemukan, sementara 1 (satu) orang penumpang berjenis kelamin perempuan berhasil ditemukan telah meninggal dunia.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 005/RSUD-VER/VI/2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau RSUD Tengku Haji Daud tertanggal 21 Juni 2019 yang ditandatangani dr. Dika Herza Pratama telah memeriksa mayat seorang perempuan, bangsa Indonesia berumur 31 tahun menurut surat permintaan bernama Linda bertempat tinggal di Lhokseumawe Provinsi Aceh: dengan uraian tentang kelainan-kelainan yang didapat: tampak wajah bengkak bewarna kehitaman dengan kedua mata menonjol keluar, lidah tampak keluar, air keluar dari kedua lobang hidung, perut tampak disertai kulit ari yang mengelupas, kedua lengan tampak bewarna hitam disertai kulit ari yang menggelembung berisi cairan dan sebagian mengelupas, kedua kulit kaki tampak menggelembung dan sebagian mengelupas serta kedua telapak kaki kulit bagian luar Nampak mengelupas. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan, pasien datang dalam keadaan meninggal; ditemukan pembengkakan pada wajah, perut, kedua tangan dan kaki, kedua tangan dan kaki berwarna kehitaman disertai kulit ari yang mengelupas. 


Pada perkara nomor 614/Pid.B/2019/PN Btm, Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Kombinasi (Dakwaan Subsidairitas yang dikumulasikan), yaitu terdakwa didakwa 

Primair : Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1), jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kematian. Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 32 ayat (1), (3) Jo Pasal 219 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 

Subsidair : akhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1). Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 

Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati. Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

Atas dakwaan tersebut, tuntutan pidana pada perkara nomor 614/Pid.B/ 2019/PN Btm tertanggal 21 Oktober 2019, Nomor Reg. Perk.: PDM-330/Euh.2/Batam/07/ 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut: 

Tindak pidana “Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan Syahbandar Yang mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kematian” sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 323 ayat (1) , (3) Jo Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran; 

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hazrami Bin M.Yusuf dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; 

Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Kurungan; 

Menetapkan Barang bukti berupa: 1 (satu) buah jiregen bahan bakar warna merah merk Yamaha; Dirampas untuk dimusnahkan; 

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). 

Pada pemeriksaan terhadap kapal Speedboad tanpa nama warna biru, baik pemeriksaan terhadap muatan kapal maupun kelengkapan dokumen kapal. Satu unit kapal speedboat tanpa nama warna biru bermesin tempel merk Yamaha 1x40 PK yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar atau Port Clearance yang dinakhodai oleh Terdakwa. Akibat kecelakaan kapal selain karena cuaca buruk juga disebabkan karena kelebihan barang muatan penumpang dimana setiap penumpang membawa 2 tas atau koper dan ukuran speedboat tidak layak untuk membawa 8 (delapan) orang penumpang serta 2 (dua) orang kru ditambah barang muatan penumpang. Seharusnya terdakwa Hazrami Bin M. Yusuf patut dapat menduga atau dapat mengira-ngira dengan tidak seimbangnya kapasitas Speedboat dengan 1 (satu) orang nakhoda, 1 (satu) orang anak buah kapal dan 8 (delapan) orang penumpang, ditambah barang muatan penumpang bila terjadi cuaca yang sangat buruk akan terjadinya kecelakaan terhadap speedboat yang dinakhodainya, sementara kapasitas speedboat hanya untuk 2 (dua) orang penumpang yang biasanya digunakan untuk memancing ikan. 

Tindak pidana pelayaran termasuk ke dalam tindak pidana khusus di mana tindak pidana tersebut terjadi dalam lingkup pelayaran. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebenarnya dapat dikategorikan perundang-undangan administrasi. Namun terdapat beberapa perbuatan melawan hukum yang tidak hanya memberikan sanksi perdata atau sanksi administratif melainkan terdapat juga sanksi pidana, hal ini bertujuan agar dapat secara efektif melindungi nilai sosial dasar yang dimaksud dalam undang-undang itu sendiri. Maka menurut penulis sudah tepat Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 323 ayat (1), (3) Jo Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang unsur dalah sebagai berikut: 

Nakhoda. 

Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar. 

Mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kematian. 

Berdasarkan kasus di atas, maka jelas bahwa hukum positif bagi Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Ijin Berlayar dari Syahbandar diatur dalam perundang-undanga, yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 291 ayat (1) dan diancam pidana dengan Pasal 323, sedangkan untuk kapal perikanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 42 ayat (3) dan diancam pidana dengan Pasal 98. Keistimewaan hukum pidana terletak pada daya paksanya, berupa ancaman pidana sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subjek hukum yang lain. 

Perkara nomor 614/Pid.B/2019/PN Btm memberikan gambaran yang jelas bahwa Nakhoda kapal yang melayarkan kapalnya dengan tidak dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar, jelas merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum pidana. Penerapan sanksi pidana bagi nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar yang mengakibatkan kecelakaan kapal pada putusan nomor 614/Pid.B/2019/PN Btm sudah sesuai dengan ketentuan hukum positif Indonesia, yaitu melanggar ketentuan Pasal 219 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dengan ancaman pidana Pasal 323 ayat (1), (3) yaitu dengan pidana penjara dan pidana denda. Ketentuan Pasal 323 ayat (1) UUP selain pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa juga secara kumulatif Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan. 

Pertanggungjawaban pelanggaran izin berlayar tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah pidana bagi nakhoda, sesuai dengan Pasal 219 ayat (1) dan Pasal 323 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pelanggaran ini dapat berupa pidana penjara (maksimal 5 tahun) dan/atau denda (maksimal Rp 600 juta). Selain sanksi pidana, dapat ada sanksi tambahan seperti pencabutan izin berlayar atau sanksi ganti rugi.
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